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PERBANDINGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WP OP SUAMI ISTRI 

DENGAN PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN NPWP  

ABSTRAK 

Ni Made Sintya Marta Dewi 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara yang 

digunakan untuk menjalankan tugas rutin dan pembangunan. Penerimaan pajak yang 

terbesar salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Salah satu subjek dari 

PPh Pasal 21 adalah WP OP Suami Istri. Secara aturan wanita kawin yang tidak hidup 

terpisah atau tidak melakukan perjanjian pisah harta, hak dan kewajiban perpajakannya 

digabungkan dengan kewajiban perpajakan suaminya. Walaupun pada praktiknya, 

masih terdapat banyak wanita kawin yang melaksanakan kewajiban perpajakannya 

sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perhitungan PPh 

terutang dan pelaporan SPT Tahunan WP OP Suami Istri dengan penggabungan dan 

pemisahan NPWP. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa 

wawancara tak terstruktur yang didukung dengan data sekunder berupa bukti potong 

milik wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

untuk menjelaskan mengenai hasil wawancara tak terstruktur dan kuantitatif untuk 

memperhitungkan PPh terutang milik pasangan suami istri Bapak S dan Bapak D. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri Bapak S yang memilih 

menggabungkan NPWP, PPh terutangnya akan sesuai dengan PPh yang dipotong dari 

pemberi kerja dan saat pelaporan SPT Tahunan, cukup suami saja yang melaporkan, dan 

penghasilan istri akan dianggap sebagai penghasilan bersifat final yang dimasukkan ke 

dalam lampiran II point 13 sedangkan untuk pasangan suami istri Bapak D yang 

memilih memisahkan NPWP, PPh terutangnya menjadi kurang bayar dan Pelaporan 

SPT Tahunannya harus dilakukan masing-masing dan wajib mengisi lampiran PH-MT. 

Kata Kunci: Pajak, PPh Pasal 21, Status Kewajiban Perpajakan, SPT Tahunan 
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COMPARATIVE OF THE ANNUAL SPT REPORTING OF HUSBAND AND 

WIFE WP OP WITH JOIN AND SEPARATE NPWP  

ABSTRACT 

Ni Made Sintya Marta Dewi 

Tax is one of the biggest sources of income for the state which is used to carry out 

routine tasks and development. One of the biggest tax revenues is Article 21 Income 

Tax. One of the subjects of Article 21 Income Tax is WP OP Husband and Wife. By law, 

a married woman who does not live separately or does not enter into an agreement to 

separate her assets, her tax rights and obligations are combined with the tax obligations 

of her husband. Although in practice, there are still many married women who carry 

out their own tax obligations. The purpose of this research is to find out the difference 

between the calculation of income tax payable and the reporting of annual SPT WP OP 

Husband and Wife by merging and separating NPWP. The data used in this study are 

primary data in the form of unstructured interviews supported by secondary data in the 

form of taxpayers' withholding certificates. The analysis technique used in this study is 

qualitative to explain the results of unstructured and quantitative interviews to calculate 

the income tax owed by the married couple Mr. S and Mr. D. The results of this study 

indicate that the married couple Mr. S chose to combine the NPWP, the income tax 

payable will be in accordance with the PPh deducted from the employer and when 

reporting the Annual SPT, it is enough for the husband to report, and the wife's income 

will be considered as final income which is included in attachment II point 13 while for 

the married couple Mr D who chooses to separate the NPWP, The income tax payable 

becomes underpaid and the Annual SPT Reporting must be done individually and must 

fill in the PH-MT attachment. 

Key Words: Tax, PPh art 21, Tax Liability Status, Annual SPT 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan 

dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional 

dalam rangka menyukseskan program pembangunan nasional yang akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan 

masyarakat umum. Banyak peraturan perpajakan yang diubah demi 

memajukan kesejahteraan perekonomian di Indonesia. Salah satunya ialah 

UU PPh yang tertuang di dalam UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 tahun 

2021 salah satunya terjadi perubahan tarif pajak PPh 21 orang pribadi. 

Selain tarif, pelaporan SPT Tahunan lebih dipermudah dengan 

menggunakan situs online yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak yang bernama e-Form. Dengan menggunakan e-Form, pelaporan SPT 

Tahunan khususnya wajib pajak orang pribadi lebih efektif dan efisien 

karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tentunya hal ini 

diharapkan bisa menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

melaporkan pajaknya serta meminimalisir penggunaan kertas untuk 

melindungi lingkungan dari sampah atau disebut dengan go green. 

Selain peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah, peraturan 

tentang pajak yang terdahulu juga masih digunakan seperti tahun 2014 

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan terbaru yang 
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dijelaskan dalam PER-19/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan 

Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 mengenai formulir SPT 

yang di dalamnya terdapat kode status kewajiban Kepala Keluarga (KK), 

Hidup Berpisah (HB), Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT) yang 

mempengaruhi perhitungan PPh Pasal 21. Saat ini, banyak sekali kita temui 

pasangan suami istri yang keduanya memilih untuk bekerja dalam hal 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja penghasilan yang 

mereka dapatkan tersebut tidak bisa terhindar dari pajak penghasilan 

Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU 

PPh) bahwa sistem perpajakan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.  

Hal ini menyimpulkan bahwa, antara teori dengan praktiknya tidak 

sejalan atau terjadi perbedaan yang penulis angkat menjadi penelitian kali 

ini. Diperjelas lebih lanjut dalam pasal 8 UU PPh nomor 36 tahun 2008 

menyatakan bahwa penghasilan maupun kerugian dari seluruh anggota 

keluarga digabung menjadi satu kesatuan yang dikenakan pajak dan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala keluarga atau 

dalam hal ini yaitu suami. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah apakah 

lebih baik istri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersendiri atau 

digabung dengan NPWP suami? Suami dan istri sebenarnya diberikan 

kebebasan untuk memilih apakah ingin menjadi satu kesatuan dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun terpisah. Apabila memilih untuk 

bergabung, caranya cukup mudah, istri dipersilahkan datang ke KPP 

(Kantor Pelayanan Pajak) tempat NPWP suami terdaftar dengan membawa 
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beberapa dokumen yang diperlukan seperti KTP suami dan istri, kartu 

keluarga dan NPWP suami. Istri yang sebelumnya sudah pernah mempunyai 

NPWP juga dapat bergabung dengan suaminya, caranya dengan mendatangi 

KPP tempat NPWP istri terdaftar sebelumnya, sertakan dokumen berupa 

kartu NPWP istri, surat nikah dan kartu keluarga lalu minta kepada petugas 

agar NPWP istri dihapuskan. 

Adapun data dari objek penelitian yang digunakan adalah dua 

pasangan wajib pajak orang pribadi suami istri yang memilih status 

kewajiban yang berbeda. Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  Tata Cara 

Perpajakan menjadi Undang-Undang Identitas Wajib Pajak harus 

dirahasiakan maka objek pajak penelitian yang digunakan yaitu Pasangan 

Bapak S dan Ibu S dan Pasangan Bapak D dan Ibu D. Pasangan bapak S dan 

ibu S memilih status kewajiban Kepala Keluarga (KK) yang berarti hanya 

mempunyai satu NPWP sedangkan pasangan bapak D dan ibu D memilih 

status kewajiban Memilih Terpisah (MT) dimana bapak D dan ibu D 

memiliki NPWP masing-masing. 

Permasalahan pelaporan SPT Tahunan WP OP suami istri tersebut 

bukanlah hal yang baru terjadi, namun diharapkan dengan penelitian ini 

dapat membantu pemahaman lebih terhadap pengaplikasian pelaporan SPT 

PPh Tahunan Orang Pribadi, sehingga diperlukan pembahasan lebih lajut 
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mengenai “Perbandingan Pelaporan SPT Tahunan WP OP Suami Istri 

dengan Penggabungan dan Pemisahaan NPWP” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana perhitungan PPh terutang untuk pelaporan SPT Wajib  

Pajak Orang Pribadi suami istri dengan NPWP digabung dan dipisah? 

1.2.2 Bagaimana perbandingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang  

Pribadi suami istri dengan NPWP digabung dan dipisah? 

1.3 Batasan Masalah 

Topik penelitian terkait perbandingan pelaporan SPT Tahunan wajib 

pajak orang pribadi suami istri dengan penggabungan dan pemisahan 

NPWP cukup luas, agar penelitian ini dapat dengan mudah dipahami dan 

dimengerti, maka perlu diberikan batasan-batasan masalah. Adapun batasan 

masalah penelitian ini yaitu berfokus pada pasangan wajib pajak suami istri 

yang bekerja sebagai pegawai tetap yang sama-sama memiliki penghasilan 

di atas PTKP. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan penelitian ini 

yaitu: 

1.4.1 Untuk mengetahui perhitungan PPh terutang untuk pelaporan SPT  
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                  Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi suami istri dengan NPWP    

                  digabung dan dipisah. 

1.4.2 Untuk mengetahui perbandingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi untuk suami istri dengan NPWP digabung dan dipisah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Mahasiswa 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu yang telah 

dipelajari selama melakukan penelitian di Kantor Konsultan Pajak 

Satvika Consulting. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Program Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. 

1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Bali 

1. Memperkenalkan dan memberikan wawasan mengenai 

Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Suami Istri Dengan Penggabungan dan Pemisahan NPWP 

menggunakan e-Form kepada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri 

Bali.Dapat membina hubungan baik antara Institusi Politeknik 

Negeri Bali dengan pihak perusahaan. 

2. Menciptakan mahasiswa atau mahasiswi lulusan yang memiliki 

Sumber Daya Manusia yang profesional untuk menghadapi 

persaingan dunia kerja.  

3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa 

atau mahasiswi di Politeknik Negeri Bali khususnya Jurusan 

Akuntansi.  
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1.5.3 Bagi Perusahaan 

Sebagai salah satu hubungan kerja sama antara Konsultan Pajak 

dengan bidang Pendidikan serta penelitian ini diharapkan dapat 

membantu perusahaan Konsultan Pajak dalam memberikan informasi 

kepada masyarakat bahwa pentingnya pengetahuan mengenai 

perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib pajak orang 

pribadi Suami Istri dengan penggabungan dan pemisahan NPWP 

menggunakan e-Form. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

5.1.1 Perhitungan PPh terutang untuk pelaporan SPT Tahunan wajib pajak  

orang pribadi suami istri yang memiliki penghasilan masing-masing 

dengan memilih menggabungkan NPWP (KK) dengan memisahkan 

NPWP (MT) memiliki perbedaan. Perhitungan PPh terutang bagi 

pasangan suami istri yang memilih menggabungkan NPWP atau 

status (KK) penghasilan yang diperhitungkan hanyalah penghasilan 

suami dengan cara total penghasilan setelah dikurangi pengurang 

sehingga mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP).emudian 

jumlah dari PKP dikalikan dengan lapisan tarif pajak, sedangkan 

perhitungan PPh terutang bagi pasangan suami istri yang memilih 

memisahkan NPWP atau status (MT) dilakukan dengan cara 

menggabungkan terlebih dahulu penghasilan neto milik pasangan 

suami istri, kemudian menghitung besarnya pajak terutang yang 

ditanggung masing-masing antara suami dan istri dibagi dengan 

perbandingan besarnya penghasilan masing-masing. 

 

 



64 

 

 

 

5.1.2 Perbandingan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak suami istri dengan 

penggabungan NPWP dan pemisahan NPWP menggunakan e-Form 

perbedaannya terletak pada bagian SPT Induk pada status kewajiban 

perpajakan suami istri, SPT Lampiran II poin 13 (Penghasilan Istri 

Dari Satu Pemberi Kerja), dan Lampiran PH-MT. Untuk pelaporan 

SPT Tahunan wajib pajak suami istri dengan memilih 

menggabungkan NPWP menggunakan e-form, yang melaporkan 

kewajiban perpajakan cukup suami saja sebagai kepala keluarga dan 

penghasilan istri akan masuk ke dalam SPT Lampiran II poin 13. 

Sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan wajib pajak suami istri 

dengan memilih memisahkan NPWP menggunakan e-form, pelaporan 

SPT Tahunan dilakukan oleh masing-masing pasangan wajib pajak 

suami istri dan wajib mengisi lampiran PH-MT. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang penulis berikan untuk wajib pajak orang pribadi 

pasangan suami istri disarankan menggabungkan NPWP (KK) untuk 

pelaporan SPT Tahunan karena lebih menguntungkan bagi wajib pajak 

sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi pasangan suami istri yang 

memisahkan NPWP (MT) lebih baik menggabungkan NPWP dengan cara 

NPWP milik istri dihapuskan terlebih dahulu agar perhitungan dan 

pelaporan SPT tahunan lebih efektif dan efisien. 
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